






PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PT INDO BHARAT RAYON DI KABUPATEN PURWAKARTA PELAKU DUMPING LIMBAH B3 KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP





Pertanggung jawaban pidana terhadap perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dalam hal ini pelaku pembuangan limbah B3  dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Apabila industri maka yang bertanggung jawab adalah direksi atau pengurus lainnya. Dalam kenyataannya masih ada pelaku pembuangan limbah B3 yang melakukan praktik tersebut, baik yang dilakukan oleh perseorangan atau oleh korporasi. Adapun identifikasi masalah sebagai berikut : Bagaimana pertanggungajawaban pidana korporasi PT Indo Bharat Rayon di Kabupaten Purwakarta pelaku dumping limbah B3 dan Bagaimana penegakan hukum pidana PT Indo Bharat Rayon di Kabupaten Purwakarta pelaku dumping limbah B3
 Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan interdispliner. pendekatan yuridis  normatif  dilakukan  untuk  meneliti  dan  mengakaji  peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Industri dan lingkungan hidup dengan  di dukung  Pendekatan  Interdisipliner  yang digunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai Industri  dan lingkungan hidup, sehingga gejala-gejala hukum yang timbul dapat di tafsirkan secara faktual. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Unsur kesalahan merupakan jantung dari pertanggungjawaban pidana. Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana, dijatuhi hukuman pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi berdasarkan kesalahan (liability based on fault) atau pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas culpabilitas dan Penegakan hukum lingkungan terletak kepada manusia yang hidup disekitarnya, baik itu sebagai kamunitas masyarakat maupun sebagai aparat pemerintah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menegakkan hukum / peraturan tentang lingkungan hidup.














Dinamika yang berkembang di dalam masyarakat tumbuh dan berkembang secara alamiah, karena masyarakat yang hidup selalu ingin memenuhi kebutuhan hidup dan mengekspresikannya di dalam setiap perkembangannya, oleh karena itu, perubahan dalam setiap aspek kehidupan kota baik itu perubahan sistem sosial, ekonomi, budaya, politik dan pendidikan, sebaiknya dipandang sebagai suatu dinamika kehidupan yang selalu akan berkesinambungan. Kota merupakan suatu ruang seiring dengan perkembangan waktu dan kebutuhan kehidupan manusia di dalamnya. Perkembangan pesat yang terjadi di dalam sebuah kota pada kenyataannya tidak selalu diikuti pengembangan-pengembangan serta perubahan yang mendukung dalam kawasan tersebut sehingga terjadilah ketimpangan-ketimpangan baik secara sosial, ekonomi, budaya, politik dan pendidikan. Kota dapat dilihat dari aspek ekonomi di mana suatu wilayah terdapat kegiatan usaha yang sangat beragam dengan dominasi di sektor nonpertanian, seperti pelayanan jasa, perkantoran, pengangkutan, perdagangan serta perindustrian.
Lingkungan hidup merupakan sesuatu hal yang terpenting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu lingkungan hidup harus dilindungi dan dilestarikan serta dikelola dengan baik demi kepentingan seluruh umat manusia. Pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup tentu saja bukan sebatas masyarakat yang wajib memelihara dan menjaga lingkungan sekitarnya, akan tetapi lebih penting lagi pemerintah dan aparat penegak hukum yang harus berperan aktif dalam melindungi, menjaga dan mengelola lingkungan hidup, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten tidak hanya itu perihal dalam penegakan hukum lingkunganpun
Pemerintah dalam upayanya menjaga, melindungi serta mengelola lingkungan hidup, dengan perjalanannya yang panjang telah melahirkan sebuah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hal tersebut dilakukan dan ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup dari pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja merusak lingkungan kita yang akan berimplikasi atau berdampak terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, baik itu dilihat dari kerusakan ekosistemnya dan atau kerusakan iklim. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalamnya telah memuat berbagai macam atauran tentang lingkungan, salah satunya adalah adanya aturan tentang dumping (pembuangan) limbah B3. Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Pengaturan dumping tersebut tercantum jelas pada Pasal 69 ayat (1) huruf a, e, dan f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  menyatakan :
“Setiap orang dilarang (a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, (e) membuang limbah ke media lingkungan hidup dan (f) membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengaturan dumping lainnya diatur pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :
“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku dumping limbah B3 adalah unsur setiap orang, unsur melakukan, unsur limbah dan/atau bahan, unsur ke media lingkungan hidup, unsur tanpa izin. Hal tersebut diperkuat kembali dalam Pasal 175 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menyatakan : Setiap Orang dilarang melakukan dumping Limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin.”  Unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku dumping limbah B3  adalah unsur setiap orang, unsur melakukan, unsur limbah B3, unsur ke media lingkungan hidup, unsur tanpa pengolahan. Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka sangat jelas dan cukup beralasan secara hukum bahwa telah terjadi tindak pidana lingkungan yaitu melakukan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup. 
Pertanggung jawaban pidana terhadap perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dalam hal ini pelaku pembuangan limbah B3  dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Apabila industri maka yang bertanggung jawab adalah direksi atau pengurus lainnya. Dalam kenyataannya masih ada pelaku pembuangan limbah B3 yang melakukan praktik tersebut, baik yang dilakukan oleh perseorangan atau oleh korporasi.
Kenyataanya kerusakan lingkungan yang terlihat sekarang tentu saja sangat mengkhawatirkan khususnya di daerah Kota Purwakarta dan di daerah lainya, hal itu terbukti dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya  “penurunan air tanah akibat dari limbah industri”​[1]​) serta karena adanya perubahan fungsi lahan di daerah-daerah Jawa Barat yang tadinya berfungsi untuk daerah resapan air beralih menjadi tempat berdirinya rumah atau real estate dan villa yang saat ini menjadi permasalahan serius Kota/ Kabupaten, tidak hanya itu salah satu permasalahan lainnya di Kabupaten Purwakarta dapat terlihat dengan adanya permasalahan adanya kegiatan produksinya, PT Indo Bharat Rayon (IBR) menggunakan bahan bakar berupa batu bara dengan jumlah total batu bara sebanyak 700–800 ton per hari. Dari proses pembakaran batu bara tersebut dihasilkan limbah berupa fly ash dan bottom ash  yang termasuk dalam kategori limbah B3 dari sumber spesifik berdasarkan pada Peraturan Pemerinah Nomor 18 jo. 85 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerinah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash yang dihasilkan berjumlah total sekitar 56 ton per hari. 

B.	Identifikasi Masalah
Berdasarkan fakta di lapangan dan fakta hukum mengenai pelaku dumping  limbah B3 yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, maka masalah dapat dirumuskan dalam bentuk identifikasi masalah sebagai berikut :
1.	Bagaimana pertanggungajawaban pidana korporasi PT Indo Bharat Rayon di Kabupaten Purwakarta pelaku dumping limbah B3?





Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis, ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang peneliti teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut :
1. Spesifikasi Penelitian 
3.	Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat).​[2]​)
2. Metode Pendekatan 
Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif,​[3]​) yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik. 

3. Tujuan Penelitian
a.	Untuk mengetahui dan meneliti pertanggungajawaban pidana korporasi PT Indo Bharat Rayon di Kabupaten Purwakarta pelaku dumping limbah B3.






A.	Pertanggungajawaban Pidana Korporasi PT Indo Bharat Rayon di Kabupaten Purwakarta Pelaku Dumping Limbah B3 ke Media Lingkungan.

 Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berkaitan erat dengan pendayagunaan sumber daya alam sebagai suatu asset mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diperkenalkan suatu rumusan tentang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Disebutkan dalam ketentuan berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Selanjutnya dalam Undang-Undang ini dibedakan antara “asas keberlanjutan” sebagai asas pengelolaan lingkungan hidup dan “pembangunan berwawasan lingkungan hidup” sebagai suatu sistem pembangunan. 
Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan: “pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seluruhnya. Mengenai “asas berkelanjutan” penjelasan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan “asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut. 





Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69, menyatakan bahwa:

 (1)  Setiap orang dilarang:
a.	melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
b.	 memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c.	memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d.	 memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
e.	membuang limbah ke media lingkungan hidup.
f.	 membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
g.	melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
h.	melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
i.	 menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal, dan/atau
j.	memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Pasal 102  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

”Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya. Dijelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat, diperlukan permahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai.




Kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Pembedaan antara kedua istilah di atas perlu diperhatikan, oleh karena penggunaannya sering dirancukan. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.​[7]​) 
Selanjutnya terkait penghukuman pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup (korporasi dapat dipidana) maka pemidanaan terhadap korporasi di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya Pasal 98 ayat (1) mengandung beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam kerangka penerapan pemidanaan yakni: Pertama, unsur barang siapa.  Kedua, secara melawan hukum. Ketiga, dengan sengaja.  Keempat, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
Pasal 116 ayat (1), menyatakan bahwa “apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha; dan atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. jika tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal ini, dilakukan oleh atau atas orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha maka sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Ayat (2) menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.
Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan bahwa jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.


B.	Penegakan Hukum Pidana PT Indo Bharat Rayon di Kabupaten Purwakarta Pelaku Dumping Limbah B3 ke Media Lingkungan.

Kerusakan lingkungan hidup dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia, oleh karena itu sumberdaya alam dan lingkungan hidup pun harus dilindungi. Namun sayangnya kejahatan terhadap lingkungan hidup di Indonesia masih kerap terjadi. Hukum terkait Lingkungan Hidup menjadi instrumen yang penting dalam usaha menyelamatkan lingkungan hidup.  Perbuatan pokok yang didakwakan adalah Terdakwa membuang limbah B3 ke Rawa Kalimati yang berada persis di sebelah PT Indo Bharat Rayon hingga akhirnya tertimbun limbah B3, dari yang dulunya berupa Situ dengan luas lebih kurang 8.000 meter persegi dan kedalaman antara 6 (enam) sampai 7 (tujuh) meter, serta bisa dilalui dengan perahu getek, kini sudah menjadi areal persawahan warga setempat.
Akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusannya, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, ex Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan alternatif kedua, berbeda dengan pendapat Penuntut Umum yang berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ex Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, dalam dakwaan alternatif yang ketiga.
Hal baru yang dapat dipetik dalam putusan ini adalah, dimana majelis hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum tentang kualifikasi tindak pidana lingkungan hidup yang terbukti dilakukan Terdakwa, yaitu Pasal 104 UUPPLH Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana menurut Penuntut, sedangkan menurut majelis hakim yang terbukti adalah Pasal 103 UUPPLH Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa (hanya) dijatuhi pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pidana tambahan perbaikan akibat dari tindak pidana yang terbukti, yaitu pembersihan terhadap limbah-limbah B3 di sekitar tindak pidana terjadi yaitu di Rawa Kalimati tanpa acuan yang tegas bagaimana cara pembersihan dan biaya dibebankan kepada siapa. Sedangkan hukuman yang dijatuhkan majelis hakim adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun masa percobaan 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan perampasan asset Terdakwa oleh Penuntut Umum untuk dijual lelang menutupi sejumlah pidana denda tersebut. 
Selain itu pidana tambahan (Pasal 119) yang dijatuhkan majelis hakim adalah: 
a.	Membersihkan (to clean up) limbah B3  yang saat ini tertimbun di Rawa Kalimati hingga kedalaman Rawa Kalimati kembali lagi menjadi seperti sediakala.
b.	Dalam menjalankan pidana tambahan tersebut Terdakwa PT Indo Bharat Rayon wajib melaporkan hasilnya secara bertahap kepada Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dengan melibatkan Laboratorium-laboratorium yang telah melakukan analisa laboratoris atas sampel-sampel yang dipakai dalam pemeriksaan perkara ini, yaitu Laboratorium Intertek Utama Services, Laboratorium TekMira dan Laboratorium ALS Laboratory Group, atau Laboratorium yang ditunjuk sendiri oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, sehingga pelaksanaan pidana tambahan tersebut dapat disupervisi dan dievaluasi secara teratur dan bertahap, hingga Rawa Kalimati benar-benar bersih dari limbah B3;
c.	Mengenai anggaran pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pidana tambahan tersebut dibebankan kepada Terdakwa PT Indo Bharat Rayon;
Penuntut Umum berpendapat, dengan menjuctokan ke Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPPLH, maka yang dipidana (dengan pidana denda) hanyalah badan usaha (korporasi) sebagaimana yang didakwakannya dalam perkara ini adalah hanya korporasi PT Indo Bharat Rayon yang diwakili oleh Sibnath Agarwalla, selaku Direktur Keuangan; Namun majelis hakim, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 118 UUPPLH, maka badan usaha selaku korporasi harus dijatuhi pidana, baik penjara maupun denda mengingat ketentuan yang di atur dalam pasal itu sendiri menyatakan setiap orang (baik badan usaha/korporasi maupun orang) harus dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatip, tidak hanya dengan pidana denda, melainkan harus dikumulasikan dengan pidana penjara. Dan siapa yang akan menjalani pidana penjara tersebut adalah orang yang dalam jabatannya ditunjuk mewakili korporasi di persidangan, yang dalam hal ini adalah Sibnath Agarwalla selaku Direktur Keuangan. PT Indo Bharat Rayon dihukum secara kumulatip berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana karena melakukan tindak pidana lingkungan pidana tambahan (Pasal 119) yang dijatuhkan majelis hakim adalah: Membersihkan (to clean up) limbah B3  yang saat ini tertimbun di Rawa Kalimati hingga kedalaman Rawa Kalimati kembali lagi menjadi seperti sediakala. (Pasal 103 UUPPLH Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sesuai dengan Pasal 71 UUPPLH, menyatakan : 
(1)	Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2)	Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(3)	Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
Pasal 72 UUPPLH, menyatakan :

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.”
Ketentuan Pasal 71 dan 72 UUPPLH, tidak dilaksanakan  sesuai dengan putusan hakim yaitu  membersihkan (to clean up) limbah B3  yang saat ini tertimbun di Rawa Kalimati hingga kedalaman Rawa Kalimati kembali lagi menjadi seperti sediakala. Berdasarkan  Pasal 112 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlidungan dan Perngelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :
“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah)”

Faktor Penghambat Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia
a.   Kurangnya Sosialiasi Kepada Masyarakat Terkait Hukum Lingkungan
Pemerintah senantiasa memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas berkaitan penegakan hukum lingkungan, karena penegakan hukum lingkungan ini jauh lebih rumit dari pada delik lain, Seperti telah dikemukakan sebelumnya hukum lingkungan menempati titik silang berbagai pendapat hukum klasik. Proses penegakan hukum administratif akan lain dari pada proses penegakan hukum perdata maupuan hukum pidana.
Pada umumnya masalah dimulai pada satu titik, yaitu terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Dari titik perangkat ini dapat dimulai dari orang pribadi anggota masyarakat, korban penegak hukum yang mengetahui langsung terjadinya pelanggaran tanpa adanya laporan atau pengaduan tidak dapat diproses. Tujuan tempat pelapor kepada Bapedal, LSM atau organisasi lingkungan hidup jika ingin memilih jalan perdata terutama tuntutan perbuatan melanggar hukum dapat melakukan gugatan sendiri kepada hakim perdata atas nama masyarakat (algemen belang, maatschappelijk belang). Jika mereka kurang mampu memikul biaya perkara, berdasarkan Pasal 25 Keppres Nomor 55 Tahun 1991, dapat meneruskan kepada Jaksa yang akan menggugat perdata atas nama kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Di kejaksaan terdapat bidang khusus untuk ini, yaitu Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
Disamping itu, jika anggota masyarakat, korban, LSM, organisasi lingkungan hidup, bahkan siapa saja dapat membuat laporan pidana kepada polisi. Siapa pun juga yang mengetahui terjadinya kejahatan lingkungan wajib melapor kepada penyidik. Dari kepolisian dapat diminta petunjuk jaksa secara teknis yuridis.

b.    Kendala dalam Pembuktian
Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif (misalnya terjadinya pencemaran). Produsen tidak memasukkan eksternalitas sebagai unsur biaya dalam kegiatannya, sehingga pihak lain yang dirugikan. Hal ini akan merupakan kendala pada era tinggal landas, karena kondisi ini berkaitan dengan perlindungan terhadap hak untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat. Masalah pencemaran ini jika tidak ditanggulangi akan mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan telah menimbulkan pencemaran perlu penyidikan, penyidikan ini dilakukan oleh aparat POLRI. Untuk itu di samping diperlukan kemampuan dan keuletan setiap petugas, juga diperlukan suatu model yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur pasal (Pasal 22 UU No. 4 Tahun 1982), seperti halnya dengan kasus Kali Surabaya. Polisi (penyidik) dalam penyidikan berkesimpulan bahwa telah terjadi pencemaran karena kesengajaan, sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoardjo, tetapi hakim memutuskan bahwa tidak terjadi pencemaran. Sedangkan pada tingkat Mahkamah Agung menilai bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sidoardjo salah menerapkan hukum, selanjutnya MA memutuskan bahwa perbuatan tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan mencemari lingkungan hidup karena kelalaian. 
Perbedaan ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan kompleks, rumit dalam segi pembuktian dan penerapan pasal, serta subjektivitas pengambil keputusan cukup tinggi, sehingga perlu suatu media untuk menyederhanakan, memudahkan dan meminimisasi unsur subjektivitas.
c.    Infrastruktur Penegakan Hukum




d.   Budaya hukum yang masih buruk






1.	Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Unsur kesalahan merupakan jantung dari pertanggungjawaban pidana. Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana, dijatuhi hukuman pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi berdasarkan kesalahan (liability based on fault) atau pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas culpabilitas.
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